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ABSTRAK 

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN ORGANISASI 

SEKTOR PUBLIK DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY 

(Studi Kasus pada Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan 

Kabupaten Magelang) 

Bethin Caprika Ayu Nathantia Putri 

142114152 

Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta 

2018 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah 

Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang pada tahun 2015-

2017 dengan menggunakan metode value for money dilihat dari tingkat ekonomi, 

efisiensi, dan efektivitas. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 1) memperoleh data 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes; 2) mengolah data 

dengan rumus value for money yang dikemukakan oleh Mahsun (2006) 

menggunakan tiga tingkat ekonomi, efektivitas, dan efisiensi; 3) hasil dari data yang 

diolah tersebut diklarifikasi dengan tiga tingkat value for money yaitu ekonomi, 

efektivitas, dan efisiensi; 4) meningkat atau menurunnya kinerja keuangan pada 

Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang 

dilakukan dengan membandingkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APBDes pada tahun 2015-2017 dan kemudian dianalisis meningkat 

atau menurunnya kinerja keuangan tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa 

Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang tahun 2015 berada pada 

tingkat ekonomis, efisien, dan efektivitas berimbang. Pada tahun 2016,  kinerja 

keuangan Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang 

berada pada tingkat ekonomis, efektivitas berimbang namun tidak efisien dan  pada 

tahun 2017 kinerja keuangan Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan 

Kabupaten Magelang berada pada tingkat ekonomis, efisien, dan efektivitas 

berimbang. 

Kata kunci: efektivitas, efisiensi, ekonomi, keuangan, kinerja, Pemerintah Desa,  

value for money
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ABSTRACT 

AN ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT OF 

PUBLIC SECTOR ORGANIZATION USING VALUE FOR MONEY 

APPROACH 

(A Case Study at Sukorejo Village Administrators of Mertoyudan Subdistrict 

Magelang Regency) 

 

Bethin Caprika Ayu Nathantia Putri 

142114152 

Sanata Dharma University 

Yogyakarta 

2018 

 

The aim of the research was to assess the financial performance of Sukorejo 

Village Administrators of Mertoyudan Subdistrict Magelang Regency in 2015-

2017 using value for money approach in terms of economy, efficiency, and 

effectiveness. The type of the study was case study. This study obtained the data by 

documentation and interview. In this research, data analysis technique used were: 

1) retrieving the APBDes Responsibility and Implementation Realization Report 

data; 2) processing the data using Mahsun’s (2006) formula of value for money 

approach using three levels of economy, effectiveness, and efficiency; 3) then, the 

result of the processed data was clarified using three levels of value for money, 

those are economy, effectiveness, and efficiency; 4) the fluctuation of financial 

performances of Sukorejo Village Administrators of Mertoyudan Subdistrict 

Magelang Regency are done by comparing the 2015-2017 APBDes  Responsibility 

and Implementation Realization Report then analyzing the fluctuation of those 

financial performances.  

The result of this study indicated that financial performance of Sukorejo 

Village Administrators of Mertoyudan Subdistrict Magelang Regency in 2015 are 

in economical, efficient, and balanced effectiveness level. In 2016, financial 

performance of Sukorejo Village Administrators of Mertoyudan Subdistrict 

Magelang Regency are in economical, balanced effectiveness level, but not 

efficient and in 2017, financial performance of Sukorejo Village Administrators of 

Mertoyudan Subdistrict Magelang Regency are in economical, efficient, and 

balanced effectiveness level. 

Keywords: economic, effectiveness, efficiency, financial, performance, value for 

money, village administrators. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa 

kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang 

diatur dengan hukum (Mahsun dkk. 2011). Mahsun (2006) mengatakan bahwa 

organisasi sektor publik tidak bisa lepas dari peran pemerintah dan bahkan 

umumnya organisasi yang menghasilkan pure public goods adalah pemerintah 

maka organisasi sektor publik lebih luas dari sekedar pemerintahan. Wasistiono 

(2001) mengatakan bahwa organisasi pemerintah dibentuk untuk melayani 

kepentingan masyarakat sebagai warga negara yang berposisi sebagai 

konsumen (customer) dan pemegang saham (stakeholders) serta adanya misi 

tertentu yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan, bukan hanya 

sekedar menjalankan perundang-undangan. Tugas utama pemerintah yaitu 

menciptakan kesejahteraan masyarakat.  

Pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh 

pemerintah kepada masyarakat. Kelurahan sebagai perangkat pemerintah 

daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat berperandalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelurahan merupakan daerah 

pemerintahan terendah langsung di bawah kecamatan yang dipimpin oleh lurah. 

Lurah melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara dan penanggungjawab 
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utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam 

rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Tujuan yang ingin dicapai 

biasanya bersifat kualitatif, misalnya meningkatkan keamanan dan ketertiban, 

meningkatkan kualitas mutu pendidikan, meningkatkan kualitas mutu 

kesehatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan, pemerintah menggunakan dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

Pemerintah bertanggung jawab untuk melaporkan laporan 

pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang telah dilakukan untuk 

menyejahterakan masyarakat secara transparan dan akuntabel dimana 

pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk mengukur  bagaimana kinerja 

organisasi sektor publik. Dengan demikian perlu adanya pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu 

organisasi, baik organisasi swasta ataupun organisasi sektor publik agar dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengukuran kinerja tersebut 

digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja sebuah organisasi publik serta 

membantu memperbaiki kinerja di masa yang akan datang dalam memberikan 

pelayanan bagi masyarakat. 

Pengukuran kinerja menjadi salah satu faktor penting dalam organisasi 

sektor publik. Mahmudi  (2007) mengidentifikasi  tujuan dilakukannya  

pengukuran kinerja  pada organisasi  sektor publik untuk mengetahui tujuan 

organisasi, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai, memperbaiki 
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kinerja  untuk  periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematik 

dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment, memotivasi 

pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik. Akuntabilitas bukan sekedar 

kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, 

akan tetapi juga menunjukkan uang publik tersebut telah dibelanjakan secara 

ekonomis, efektif, dan efisien. 

Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas 

organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik dan tepat sasaran. 

Value for money merupakan suatu konsep pengukuran kinerja organisasi sektor 

publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: (1) ekonomi, yang 

terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input 

resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros 

dan tidak produktif. (2) efisiensi, merupakan pencapaian output yang 

maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk 

mencapai output tertentu. (3) efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil 

program dengan target yang telah ditetapkan atau secara sederhana merupakan 

perbandingan outcome dengan output (Mardiasmo, 2009). Manfaat Value for 

Money pada organisasi sektor publik menurut Renyowijoyo (2008), yaitu: (1) 

meningkatkan efektivitas pelayanan publik, (2) meningkatkan mutu pelayanan 

publik, (3) menurunkan biaya pelayanan publik karena efisiensi dan 

penghematan input, (4) alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan 
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publik, (5) meningkatkan kesadaran atas penggunaan uang publik demi 

akuntabilitas. 

Kelurahan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk akuntabel dan 

transparan dalam mengalokasikan dana anggaran belanja. Menurut Mahsun 

(2006), akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggung jawaban yang 

mengacu pada kepada siapa organisasi bertanggung jawab. Dalam pengertian 

lain, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah 

(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Melalui 

pengukuran kinerja dengan konsep value for money ini diharapkan Pemerintah 

Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dapat melayani 

masyarakat dengan sebaik mungkin, sehingga program kerja yang telah 

direncanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut 

maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengukuran kinerja instansi 

pemerintah, khususnya pada Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan 

Mertoyudan, Kabupaten Magelang dengan pendekatan value for money. 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



5 
 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adaah sebagai berikut: 

1. Apakah kinerja keuangan Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan 

Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2017 ekonomis? 

2. Apakah kinerja keuangan Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan 

Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2017 efisien? 

3. Apakah kinerja keuangan Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan 

Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2017 efektif? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian untuk menganalisa 

pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik pada tahun 2015, 2016, 

dan 2017 karena Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, 

Kabupaten Magelang membuat Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja 

pertama kali pada tahun 2015. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yatu 

untuk: 

1. Mengetahui apakah kinerja keuangan Pemerintah Desa Sukorejo, 

Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang tahun 2015-2017 ekonomis. 
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2. Mengetahui apakah kinerja keuangan Pemerintah Desa Sukorejo, 

Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang tahun 2015-2017 efisien. 

3. Mengetahui apakah kinerja keuangan Pemerintah Desa Sukorejo, 

Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang tahun 2015-2017 efektif. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Pemerintah  

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan mengenai 

penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan value for money.  

2. Masyarakat 

Dengan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan kepada 

masyarakat mengenai pengukuran kinerja pada sektor pemerintah serta 

diharapkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat semakin baik. 

3. Penulis 

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

meningkatkan kemampuan analisis penulis mengenai penerapan value for 

money pada Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, 

Kabupaten Magelang. 

F. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, kerangka penulisan dalam penyusunan skripsi ini terbagi ke 

dalam 6 (enam) bab, antara lain: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai 

pendukung dasar dalam penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Pemerintah Desa 

Sukorejo Kabupaten Magelang mulai dari sejarah berdirinya 

Pemerintah Desa, lokasi Pemerintah Desa, Visi Misi Pemerintah Desa 

Sukorejo Kabupaten Magelang, dan struktur organisasi. 

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan analisis data dengan pendekatan value for money 

serta pembahasan hasil dari analisis tersebut. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Kinerja 

Kinerja menurut Moeheriono (2014), merupakan gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi. Sedangkan menurut Mahsun dkk. 

(2011), kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu 

organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau 

tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa 

diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa 

tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan 

atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui 

karena tidak ada tolok ukurnya.  

Berbeda halnya dengan pengertian kinerja menurut Bastian (2006), 

kinerja didefinisikan sebagai ”gambaran pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan 

misi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan 
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penskemaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum, 

kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode 

tertentu”.  

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

merupakan gambaran dalam pencapaian dari kegiatan/program/kebijakan 

untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 

B. Pengertian Indikator Kinerja 

Menurut Lohman (2003) dalam  Mahsun (2006), indikator kinerja 

(performance indicator) adalah suatu variabel yang digunakan untuk 

mengekspresikan secara kuantitatif, efektivitas, dan efisiensi proses atau 

operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. 

Sedangkan  definisi indikator menurut BPKP (2002), kinerja adalah ukuran 

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Jadi jelas bahwa indikator kinerja 

merupakan kriteria yang digunakan untk menilai keberhasilan pencapaian 

tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja menurut 

Bastian (2006), yaitu: 

a. Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interprestasi. 
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b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja 

mempunyai kesimpulan yang sama. 

c. Relevan; indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang 

relevan. 

d. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan 

keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak. 

e. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian 

pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. 

f. Efektif; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja 

bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya 

yang tersedia. 

C. Pengertian Pengukuran Kinerja 

Menurut Robertson (2002) dalam Mahsun (2006), pengukuran kinerja 

(performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan 

terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk 

informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang 

dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan 

kepada pelanggan dan sampaiseberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil 

kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas 

tindakan dalam mencapai tujuan. Stout (1993) dalam Bastian (2006), 
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mengemukakan bahwa “pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses 

mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah 

pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang 

ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses”.  

Sementara menurut Lohman (2003) dalam Mahsun dkk. (2011), 

pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-

target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Whitker (dalam 

BPKP, 2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat 

manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas. 

D. Sektor Publik 

1. Pengertian Organisasi Sektor Publik 

Menurut Mardiasmo (2005), sektor publik dapat dipahami 

sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha 

untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sedangkan menurut Mahsun 

(2006), organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan 

dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada 

publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara yang diatur 

dengan hukum. 
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2. Alasan Dibutuhkan Organisasi Sektor Publik  

Menurut Mahsun (2006) beberapa alasan mengapa organisasi 

sektor publik dibutuhkan dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Untuk menjamin bahwa pelayanan publik seperti pendidikan, 

kesehatan, transportasi, rekreasi, perlindungan hukum dapat 

disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata tanpa 

memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayarnya. 

b. Untuk memastikan bahwa layanan publik tertentu ditempatkan pada 

wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya 

museum, perpustakaan, tempat parker dan sebagainya. 

c. Untuk menjamin bahwa public goods and service disediakan 

dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan jika 

membeli diperusahaan swasta, misalnya perusahaan transportasi, 

rumah sakit, sekolah, dan perusahaan jasa lainnya yang 

menyediakan layanan yang serupa. 

d. Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya 

perbedaan agama maupun suku. 

e. Untuk melindungi hak dan kemerdekaan masyarakat dengan 

menetapkan peraturan perundangan yang jelas. 
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E. Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Menurut Mardiasmo (2005) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan 

untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:  

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu 

memperbaiki kinerjanya.  

2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber 

daya dan pembuatan keputusan. 

3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagan. 

Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah 

sebagai berikut Mardiasmo (2005): 

1. Untuk mengomunikasikan strategi secara lebih mantap  

2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang 

sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.  

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level 

menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal 

congruence. 

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan 

individual dan kemampuan kolektif rasional. 
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F. Manfaat Pengukuran Kinerja 

Menurut Mardiasmo (2005), manfaat disusunnya pengukuran kinerja 

bagi organisasi pemerintahan adalah:  

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk 

menilai kinerja manajemen. 

b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 

c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan 

korektif untuk memperbaiki kinerja. 

d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward 

and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur 

sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi. 

f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah 

terpenuhi. 

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

G. Value for money 

Value for money merupakan konsep pengukuran kinerja dalam 

organisasi publik. Mahmudi (2010) mengatakan bahwa pengukuran kinerja 
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value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, 

dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Sedangkan Mardiasmo 

(2005) mengatakan bahwa value for money merupakan konsep pengelolaan 

organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga tingkat utama yaitu 

ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Value for money tidak bisa terlepas dari tiga 

tingkat utamanya yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang masing-masing 

tingkat memiliki kontribusi untuk menilai kinerja organisasi sektor publik. 

1. Ekonomi 

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan input di mana barang dan 

jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang 

dimungkinkan (Bastian, 2006). Menurut Mahmudi (2010) ekonomi terkait 

dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang 

kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan 

barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Berbeda 

halnya ekonomi menurut Mahsun (2006), yaitu hubungan antara pasar dan 

masukan (cost of input). Ekonomi (hemat/tanpa guna) sering disebut 

kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat 

(prudency). Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik 

dalam hal ini dapat meminimalisir sumber masukan (input resources) yang 

digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.  

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



16 
 

 
 

2. Efektivitas 

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau 

sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya 

berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan 

operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai 

tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely) (Mahsun, 2006). 

Menurut Mahsun (2006), indikator efisiensi dan efektivitas harus 

digunakan secara bersama-sama. Karena disatu pihak, mungkin 

pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi 

output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Sedang 

di pihak lain, sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai 

tujuan, tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan 

efisien. Jika program dapat dilakukan dengan efisien dan efektif maka 

program tersebut dapat dikatakan cost-effectiveness. 

 

 

 

 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



17 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Gambar 1. Pengukuran value for money 

(sumber : Mahsun, 2006 : 182) 

 

3. Efisiensi 

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output di mana barang dan 

jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu 

Bastian (2006). Menurut Mahsun (2006) efisiensi merupakan perbandingan 

antara output dengan input. Semakin  besar output  dibanding input, maka 

semakin  tinggi tingkat  efisiensi  suatu  organisasi  Mardiasmo (2005). 

Ukuran  efisiensi mengukur  seberapa baik organisasi mampu 

memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output 

Mahmudi (2007).  

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input 

tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output 

tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang 

 

Input 
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Cost-Effectiveness 
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dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Penilaian 

kinerja berdasarkan value for money dibangun atas tiga komponen utama 

(Mahmudi, 2010) yaitu sebagai berikut:  

1. Komponen misi, visi, tujuan, sasaran dan target   

2. Komponen input, proses, output, dan outcome 

3. Komponen pengukuran ekonomi, efektivitas, dan efisiensi 

Penelitian yang sama mengenai pengukuran kinerja dengan pendekatan value 

for money juga pernah dilakukan sebelumnya, antara lain: 

1. Pada tahun 2011, Benoit Isadora Juita Wunu Djoka melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik 

Menggunakan Pendekatan Value for Money” studi kasus pada Pemerintah 

Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode dokumentasi dan 

wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah 

Kota Yogyakarta pada tahun 2005–2009 yang diukur menggunakan 

pendekatan value for money. Pada penelitian ini penulis hanya dapat 

melakukan pembahasan untuk laporan realisasi anggaran dan pendapatan 

belanja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007-2009 karena format 

laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja Pemerintah Kota 

Yogyakarta pada pos belanja pada tahun 2005 dan 2006 berbeda dengan 

tahun 2007-2009. Perbedaan tersebut dikarenakan karena adanya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman 
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pengelolaan keuangan daerah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 dan 2008 sudah 

ekonomis, efisien, dan efektif dan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta 

pada tahun 2009 sudah ekonomis dan efektif tetapi tidak efisien. Kinerja 

pemerintah pada tahun 2009 dikatakan tidak efisien karena rasio ukuran 

efisiensi berada di atas 100%, dimana dana realisasi belanja lebih besar dari 

dana anggaran pendapatannya. 

2. Pada tahun 2016, Okky Irvina Kristanti melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value for Money” studi 

kasus pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kecamatan Karimunjawa dengan menggunakan metode wawancara, 

kuesioner, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kinerja keuangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kecamatan Karimunjawa pada tahun 2014 khususnya pada dua 

program kinerja yaitu, program pelayaanan administrasi perkantoran dan 

program wajib belajar Sembilan tahun. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kecamatan Karimunjawa sangat ekonomis, sangat efisien, dan 

cukup efektif. 

3. Pada tahun 2018, Endang Aprasari melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Pendekatan Value for 

Money” studi kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten 
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Sleman dengan menggunakan metode dokumentasi, kuesioner, dan 

wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman tahun 2016 yang 

diukur dengan menggunakan pendekatan value for money. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat ekonomi Dinas Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Kabupaten pada tahun 2016 masuk dalam kategori 

ekonomis, tingkat efisiensi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Kabupaten pada tahun 2016 masuk dalam kategori efisien, dan tingkat 

efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten pada tahun 

2016 masuk dalam kategori “Baik”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan jenis 

penelitian yaitu studi kasus. Menurut Sekaran (2011) penelitian studi kasus 

merupakan penelitian yang berfokus pada pengumpulan informasi terkait objek 

tertentu, acara atau kegiatan, seperti unit atau organisasi bisnis tertentu. 

Kemudian data yang diolah adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada 

tahun 2015-2017. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Desa Sukorejo 

Kabupaten Magelang yang bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah 

Desa Sukorejo pada tahun 2015-2017. 

 

B. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian adalah orang-orang maupun pihak-pihak yang terkait 

dan menjadi sumber diperolehnya informasi, di antaranya yaitu:  

a. Kepala Desa 

b. Sekretaris Desa 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti, di antaranya yaitu: 

a. Laporan Realisasi Anggaran Belanja 
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b. Visi dan Misi Pemerintah Desa Sukorejo 

c. Gambaran Umum Pemerintah Desa 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian : Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa 

Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. 

2. Waktu Penelitian : Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2018 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006), dokumentasi merupakan suatu 

metode mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda 

dan sebagainya. Dokumen yang dibutuhkan yaitu mengenai visi dan 

misi kelurahan, gambaran umum kelurahan, laporan realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja Kelurahan Sukorejo Kabupaten Magelang 

tahun 2015-2017. 

2. Wawancara  

Wawancara (interview) adalah komunikasi dua arah untuk 

mendapatkan data dari responden (Hartono, 2013). Pada penelitian ini, 

penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan konfirmasi terkait 

dengan data yang diperoleh. 
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E. Jenis Data 

Beberapa jenis data yang diperlukan untuk menunjang penelitian, yaitu: 

1. Gambaran Umum Pemerintah Desa Sukorejo 

2. Visi dan Misi Pemerintah Desa Sukorejo 

3. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Desa 

Sukorejo tahun 2015-2017. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kuantitatif (Descriptive Kuantitative Analysis Method). 

Terdapat beberapa langkah untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini: 

1. Memperoleh data Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDes untuk mengetahui data realisasi belanja. 

2. Mengolah data dengan rumus yang telah dikemukakan oleh Mahsun (2006) 

menggunakan tiga tingkat ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. 

1) Ekonomi 

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran 

yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengetahui besarnya 

tingkat ekonomi. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan 

ekonomis apabila dapat meminimalisir input resources yang 

digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan 

tidak produktif. Dalam penelitian ini pengukuran tingkat ekonomi 
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dapat dilakukan dengan rumus yang telah dikemukakan oleh 

Mahsun (2006) sebagai berikut: 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 =  
Realisasi Pengeluaran

Anggaran Penerimaan
 𝑥 100% 

Keterangan: 

Realisasi Pengeluaran : Realisasi Belanja Pemerintah Desa 

Sukorejo Kecamatan Mertoyudan 

Kabupaten Magelang 

Anggaran Penerimaan : Anggaran Belanja Pemerintah Desa 

Sukorejo Kecamatan Mertoyudan 

Kabupaten Magelang 

2) Efisiensi  

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana 

barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk 

mencapai output tertentu. Atau dengan kata lain efisiensi merupakan 

perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja 

atau target yang telah ditetapkan (Bastian, 2006). Efisiensi dapat 

diukur dengan membandingkan rasio antara output dan input. 

Semakin besar rasio berarti semakin tinggi tingkat efisiensinya. 
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Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat efisiensi yang 

telah dikemukakan oleh Mahsun (2006): 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =  
Realisasi Biaya untuk Memperoleh Pendapatan

Realisasi Pendapatan
 𝑥 100% 

Keterangan: 

Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan : Realisasi belanja 

3) Efektivitas  

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana 

efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, 

kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan 

outcome dengan output. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau 

kegagalan dalam pencapaian tujuan (Bastian, 2006). 

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat efektivitas yang 

telah dikemukakan oleh Mahsun (2006):   

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
Anggaran Pendapatan

Realisasi Pendapatan
 𝑥 100% 

3. Hasil dari data yang telah diolah tersebut diklarifikasi dengan kriteria tiga 

tingkat value for money yaitu ekonomi, efektivitas, dan efisiensi yang telah 

dikemukakan oleh Mahsun (2006). 
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Berikut ini adalah kriteria tiga tingkat value for money: 

1) Kriteria ekonomi:  

a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%) berarti 

ekonomis. 

b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%) berarti 

ekonomi berimbang. 

c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%) berarti tidak 

ekonomis. 

2) Kriteria efisiensi:  

a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%) berarti 

efisien. 

b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%) berarti 

efisiensi berimbang. 

c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%) berarti tidak 

efisien. 

3) Kriteria efektivitas:  

a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%) berarti efektif. 

b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%) berarti 

efektivitas berimbang. 

c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%) berarti tidak 

efektif. 
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4. Untuk mengetahui meningkatnya atau menurunnya kinerja keuangan pada 

Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang 

dapat dilakukan dengan membandingkan Laporan Realisasi Anggaran 

Belanja pada tahun 2015-2017 dan dianalisis  meningkat atau menurunnya 

kinerja keuangan tersebut.
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 

A. Sejarah Desa 

Desa Sukorejo adalah bagian dari Desa Kolonisasi yang datang dari 

beberapa daerah di Jawa Tengah dan beberapa daerah lain. Desa Sukorejo pada 

mulanya berdiri setelah masa Kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu secara 

berturut-turut kepemimpinan diawali oleh Ki Lurah Atmo Diharjo (muso) yang 

berasal dari dusun Bintaro sejak tahun 1945-1965 dengan didampingi seorang 

carik bernama Ki Djojo Pawiro. Kemudian pada tahun 1965-1976 digantikan 

oleh Ki Lurah Mangku Atmodjo berasal dari Dusun Jonggrangan dengan carik 

bapak Abdul Rochim dari Dusun Bonjitan. Adapun di tahun 1976-1987 jabatan 

Kepala Desa dipimpin oleh bapak Suhadi dari dusun Bintaro dengan Sekdes 

bapak Soenardi dari Dusun Bagongan. 

Pada tahun 1987-1997 Kepala Desa digantikan oleh bapak Sukriso dari 

dusun Bintaro dan masih didampingi seorang Sekdes yaitu bapak Soenardi. 

Kemudian tahun 1998 diadakan pemilihan Kepala Desa yang dipercaya untuk 

menjabat sebagai Kepala Desa adalah bapak Sentot Sutarman dari Dusun 

Bintaro sampai dengan tahun 2006, pada tahun 2007-2013 digantikan oleh 

bapak Slamet Ramelan dari Dusun Dogaten dengan PJ Sekdes Sdr. Sugeng 

Setiyo Widodo karena ditahun 2008 bapak Soenardi sebagai Sekdes telah habis 

masa jabatannya.
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Pada tahun 2014 sampai sekarang Pemerintah Desa dijabat oleh seorang 

Kepala Desa bapak H. Mustofa, SE dari Dusun Jonggrangan didampingi 

seorang Pj Sekdes Sdr. Sugeng Setiyo Widodo, S.Sos dari Dusun Bintaro. 

B. Demografi 

a. Batas Wilayah Desa 

Letak geografis Desa Sukorejo terletak diantara: 

Utara : Desa Banyurojo 

Selatan : Desa Jogonegoro dan Kalinegoro 

Barat : Desa Banjarnegoro 

Timur : Desa Bondowoso 

b. Luas Wilayah Desa 

1. Pemukiman  : 28,31 ha 

2. Pertanian Sawah : 47,13 ha 

3. Ladang  : 30,63 ha 

4. Pekarangan  : 14,70 ha 

5. Perkebunan  : 38,78 ha 

6. Tanah Kas Desa : 48,75 ha 
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C. Visi dan Misi 

a. Visi Desa 

“Mewujudkan Pemerintah Desa yang bersih dan berwibawa menuju 

masyarakat sejahtera” 

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur 

untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan 

Pembangunan di Desa Sukorejo baik secara individu maupun kelembagaan 

sehingga ke depan Desa Sukorejo mengalami suatu perubahan yang lebih 

baik dan penngkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi 

dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan. 

b. Misi Desa 

1. Menciptakan sarana dan prasarana kerja yang nyaman serta melakukan 

reformasi system kinerja Perangkat Desa guna meningkatkan kwalitas 

pelayanan kepada masyarakat. 

2. Menciptakan Pemerintahan yang bersih terbebas dari korupsi serta 

bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. 

3. Peningkatan pelayanan publik secara bertahap. 

4. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan secara terbuka dan 

bertanggungjawab. 

5. Terciptanya Desa Sukorejo menjadi Desa terbuka dan 

bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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6. Mewujudkan adanya sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada 

pembangunan kecil menengah. 

D. Penyelenggaraan Administrasi Desa 

1. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa 

2. Perangkat Desa terdiri dari: 

1) Sekretaris Desa 

2) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan 

3) Unsur Kewilayahan 

Tugas dan Fungsi Kepala Desa 

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunai fungsi: 

a. Penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang ada di 

desa. 

c. Penyusunan perencanaan meliputi penyelenggaraan pemerintahan, 

pelayanan masyarakat, pembangunan desa, dan APBD. 

d. Penyelenggaraan kerjasama untuk kepentingan desa. 
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e. Penyelenggaraan koordinasi jalannya Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta 

pemberdayaan masyarakat. 

f. Pertanggungjawaban atas jalannya penyeleggaraan pemerintah, 

pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten. 

Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa: 

1. Sekretariat Desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa. 

2. Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 

a. Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam 

penyelenggaraan administrasi, organisasi dan tata laksana serta 

mengkoordinir pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kesejahteraan rakyat. 

b. Sekretariat Desa mempunyai fungsi: 

a) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah desa. 

b) Penyelenggaraan administrasi pemerintah desa. 

c) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan prasarana dan sarana 

pemerintah desa. 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 
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3. Sekretariat Desa terdiri dari dua urusan; 

a. Urusan Keuangan 

b. Urusan Umum 

4. Setiap urusan dipimpin oleh kepala urusan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada sekretariat desa. 

5. Urusan Keuangan merupakan urusan pembantu Sekretaris Desa. 

6. Urusan keuangan dipimpin oleh seorang kepalaurusan yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Desa. 

Tugas dan Fungsi Urusan Keuangan: 

1. Urusan keuangan mempunyai tugas penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, 

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan di bidang administrasi keuangan. 

2. Urusan keuangan menyelenggarakan tugas: 

a. Penyusunan program dan kebijakan pemerintah desa dalam rangka 

menyelenggarakan keuangan desa. 

b. Penusunan program dan perencanaan kegiatan meliputi pengumpulan 

bahan, data, dan potensi dalam rangka penyelenggaraan keuangan desa. 

c. Penyusunan program dan perencanaan kegiatan dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat, penyelenggara keuangan desa. 

d. Penyusunan data dan bahan laporan penyelenggaraan keuangan desa. 

e. Pelaporan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan keuangan desa. 
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f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris 

Desa. 
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E. Struktur Organisasi di Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUKOREJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Sekretaris Desa Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang)
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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 

A. Deskripsi Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Desa 

Sukorejo tahun anggaran 2015-2017. 

Tabel 1 

Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan tahun 2015 

No Pendapatan 2015 

Keterangan 

meningkat/ 

menurun 

Keterangan 

persentase 

meningkat/ 

menurun (%) 

1. Pendapatan 

Asli Desa 
137.374.000 - - 

2. Pendapatan 

Transfer 
724.445.000 - - 

3. Bantuan 

Keuangan 
40.000.000 - - 

4. Pendapatan 

lain-lain 
4.086.500 - - 

 Jumlah 954.819.500 - - 

(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah 

Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2015) 

Tabel 1 menggambarkan anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan 

tahun 2015. Anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan tahun 2015 ini 

digunakan sebagai pembanding dengan tahun 2016. Perbandingan anggaran 

pendapatan dan realisasi pendapatan tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada 

tabel 2. 
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Tabel 2 

Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan  

tahun 2015 dan 2016 

No Pendapatan 2015 2016 

Jumlah 

kenaikan/ 

penurunan 

Persentase 

kenaikan/ 

penurunan 

(%) 

1. Pendapatan 

Asli Desa 
137.374.000 175.024.000 37.650.000 21,51 

2. Pendapatan 

Transfer 
724.445.000 1.089.834.000 365.389.000 33,53 

3. Bantuan 

Keuangan 
40.000.000 4.086.500 (35.913.500) (89,78) 

4. Pendapatan 

lain-lain 
4.086.500 - (4.086.500) (100) 

Jumlah 954.819.500 1.268.944.500 - - 

(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah 

Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2015-2016) 

Tabel 2 menggambarkan perbandingan 4 pos anggaran pendapatan dan 

realisasi pendapatan pada tahun 2015 dan 2016. Pada pos pendapatan asli desa 

dan pendapatan transfer pada tahun 2016 mengalami peningkatan sedangkan  

pada pos bantuan keuangan dan pendapatan lain-lain pada tahun 2016 

mengalami penurunan.   
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Tabel 3 

Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan  

tahun 2016 dan 2017 

No 
Penda- 

patan 
2016 2017 

Jumlah 

kenaikan/ 

penurunan 

Persentase 

kenaikan/ 

penurunan 

(%) 

1. Pendapatan 

Asli Desa 
175.024.000 173.960.000 (1.064.000) (0,61) 

2. Pendapatan 

Transfer 
1.089.834.000 1.236.718.000 146.884.000 11,88 

3. Bantuan 

Keuangan 
4.086.500 243.000.000 238.913.500 98,32 

4. Pendapatan 

lain-lain 
- 4.086.500 4.086.500 100 

Jumlah 1.268.944.500 1.657.764.500 388.820.000 - 

(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah 

Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2016-2017) 

Tabel 3 menggambarkan perbandingan 4 pos anggaran pendapatan dan 

realisasi pendapatan pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2017 pos 

pendapatan asli desa mengalami penurunan sedangkan  pada pos pendapatan 

transfer, bantuan keuangan, dan pendapatan lain-lain mengalami peningkatan.   

Tabel 4 

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan  

Tahun 
Jumlah Anggaran Pendapatan 

(Rp) 

Jumlah Realisasi Pendapatan 

(Rp) 

2015 954.831.020 954.831.020 

2016 1.301.109.577 1.301.109.577 

2017 1.662.805.390 1.662.805.390 

(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

Pemerintah Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2015-2017) 

Tabel 4 menggambarkan jumlah anggaran pendapatan dan realisasi 

pendapatan tahun 2015-2017. Besarnya jumlah anggaran pendapatan dan 

jumlah realisasi pendaptan pada tahun 2015-2017 adalah sama. Jumlah 
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anggaran pendapatan dan jumlah realisasi pendapatan pada tahun 2015-2017 

mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Data tersebut diperoleh sesuai 

dengan lampiran I. 

Tabel 5 

Persentase Jumlah Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan  

Tahun 

Jumlah Anggaran dan 

Realisasi Pendapatan 

(Rp) 

Jumlah kenaikan atau 

penurunan 

(Rp) 

Persentase 

kenaikan atau 

penurunan 

(%) 

2015 954.819.500 - - 

2016 1.268.944.500 314.125.000 24,75 

2017 1.657.764.500 388.820.000 23,45 

 (sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah 

Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2015-2017) 

Tabel 5 menggambarkan persentase kenaikan atau penurunan jumlah 

anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada tahun 2015-2017. Jumlah 

anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan mengalami peningkatan pada 

setiap tahunnya. Persentase kenaikan jumlah anggaran pendapatan dan realisasi 

pendapatan tertinggi yaitu pada tahun 2016. 
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Gambar 3 

Jumlah Anggaran Pendapatan Pemerintah Desa Sukorejo 

Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang 

 
 (sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Sukorejo 

Tahun Anggaran 2015-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017

Jumlah Anggaran pendapatan Rp954.819.500,00 Rp1.268.944.500,00 Rp1.657.764.500,00

 Rp-

 Rp500.000.000,00

 Rp1.000.000.000,00

 Rp1.500.000.000,00

 Rp2.000.000.000,00

Jumlah Anggaran pendapatan

Jumlah Anggaran pendapatan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



41 

 

 
 

Gambar 4 

Jumlah Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa Sukorejo 

Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang 

 
 (sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Sukorejo  

Tahun Anggaran 2015-2017) 

 

Gambar 3 dan Gambar 4, menggambarkan grafik anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan yang 

mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. 

2015 2016 2017

Jumlah Realisasi Pendapatan Rp954.819.500,00 Rp1.268.944.500,00 Rp1.657.764.500,00

 Rp-

 Rp500.000.000,00

 Rp1.000.000.000,00

 Rp1.500.000.000,00

 Rp2.000.000.000,00

Jumlah Realisasi Pendapatan tahun 2015-2017

Jumlah Realisasi Pendapatan
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Jumlah anggaran pendapatan pada tahun 2015-2017 sama dengan 

jumlah realisasi pendapatan pada tahun 2015-2017 yang sesuai dengan 

lampiran I. 

Tabel 6 

Jumlah Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Pemerintah Desa Sukorejo 

Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang 

Tahun 
Jumlah Anggaran Belanja 

(Rp) 

Jumlah Realisasi Belanja 

(Rp) 

2015 954.831.020 922.665.943 

2016 1.301.109.577 1.296.068.687 

2017 1.662.805.390 1.657.764.500 
(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

Pemerintah Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2015-2017) 

 

Tabel 6 menggambarkan jumlah anggaran belanja dan realisasi belanja 

pada tahun 2015-2017. Jumlah anggaran belanja dan jumlah realisasi belanja 

mengalami peningkatan di setiap tahunnya. 
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Gambar 5 

Jumlah Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Tahun 2015-2017 

 
(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Sukorejo 

Tahun Anggaran 2015-2017) 

2015 2016 2017

Realisasi Belanja Rp922.665.943,00 Rp1.296.068.687,00 Rp1.657.764.500,00

Anggaran Belanja Rp954.831.020,00 Rp1.301.109.577,00 Rp1.662.805.390,00

 Rp-

 Rp500.000.000,00

 Rp1.000.000.000,00

 Rp1.500.000.000,00

 Rp2.000.000.000,00

 Rp2.500.000.000,00

 Rp3.000.000.000,00

 Rp3.500.000.000,00

Jumlah Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja tahun 2015-2017

Anggaran Belanja Realisasi Belanja
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Tabel 7 

Prosentase Jumlah Anggaran Belanja Pemerintah Desa Sukorejo 

Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang 

Tahun 
Jumlah Anggaran 

Belanja (Rp) 

Jumlah kenaikan 

atau penurunan 

(Rp) 

Persentase 

kenaikan atau 

penurunan 

(%) 

2015 954.831.020 - - 

2016 1.301.109.577 346.278.557 26,61 

2017 1.662.805.390 361.695.813 21,75 

(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

Pemerintah Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2015-2017) 

Tabel 7 menggambarkan persentase kenaikan atau penurunan jumlah 

anggaran belanja pada tahun 2015-2017. Jumlah anggaran belanja mengalami 

peningkatan pada setiap tahunnya. Persentase kenaikan jumlah anggaran 

belanja tertinggi yaitu pada tahun 2016. 

  Tabel 8 

Jumlah Anggaran 5 pos belanja Tahun 2015 

No Belanja 

Jumlah Anggaran (Rp) 

2015 
Jumlah kenaikan 

atau penurunan 

Persentase 

kenaikan atau 

penurunan (%) 

1. 

Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

298.489.159 - - 

2. 

Bidang 

Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

292.327.000 - - 

3. 
Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
102.477.500 - - 

4. 

Bidang 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

261.537.361 - - 

5. 
Bidang Tak 

Terduga 
3.000.000 - - 

Jumlah 954.831.020 -  

(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah 

Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2015) 
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Tabel 9 

Perbandingan Jumlah Anggaran 5 pos belanja Tahun 2015 dan 2016 

No Belanja 

Jumlah Anggaran (Rp) 

2015 2016 
Jumlah kenaikan 

atau penurunan 

Persentase kenaikan 

atau penurunan (%) 

1. Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
298.489.159 419.903.966 121.414.807 28,92 

2. Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 
292.327.000 546.562.648 254.235.648 46,52 

3. Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
102.477.500 135.533.402 33.055.902 24,39 

4. Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 
261.537.361 193.109.561 (68.427.800) (26,16) 

5. Bidang Tak Terduga 3.000.000 6.000.000 3.000.000 100 

Jumlah 954.831.020 1.301.109.577 346.278.557 - 

(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Sukorejo 

Tahun Anggaran 2015-2016) 

Tabel 9 menggambarkan perbandingan jumlah anggaran 5 pos belanja pada tahun 2016 dan 2017. Terdapat 4 

pos anggaran belanja yang mengalami peningkatan pada tahun 2017, yaitu bidang penyelenggara pemerintahan desa,  

bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat 

sedangkan bidang tak terduga pada tahun 2017 mengalami penurunan. 
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Tabel 10 

Perbandingan Jumlah Anggaran 5 pos belanja Tahun 2016 dan 2017 

No Belanja 

Jumlah Anggaran (Rp) 

2016 2017 
Jumlah kenaikan 

atau penurunan 

Persentase kenaikan 

atau penurunan (%) 

1. Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
419.903.966 432.862.408 12.958.442 2,99 

2. Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 
546.562.648 846.461.140 299.898.492 35,43 

3. Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
135.533.402 26.400.000 (109.133.402) (80,52) 

4. Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 
193.109.561 354.081.842 160.972.281 45,46 

5. Bidang Tak Terduga 6.000.000 3.000.000 (3.000.000) 100 

Jumlah 1.301.109.577 1.662.805.390 361.695.833 - 

(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Sukorejo 

Tahun Anggaran 2016-2017) 

Tabel 10 menggambarkan perbandingan jumlah anggaran 5 pos belanja pada tahun 2016 dan 2017. Terdapat 

3 pos anggaran belanja yang mengalami peningkatan pada tahun 2017, yaitu bidang penyelenggara pemerintahan 

desa,  bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat sedangkan bidang pembinaan 

kemasyarakatan dan bidang tak terduga pada tahun 2017 mengalami penurunan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



47 

 

 
 

Gambar 6 

Jumlah Anggaran Belanja Tahun 2015-2017 

(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Sukorejo 

Tahun Anggaran 2015-2017)

Bidang

Penyelanggaraan

Pemerintah Desa

Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa

Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat

Bidang Tak

Terduga

2015 Rp298.489.159,00 Rp292.327.000,00 Rp102.477.500,00 Rp261.537.361,00 Rp3.000.000,00

2016 Rp419.903.966,00 Rp546.562.648,00 Rp135.533.402,00 Rp193.109.561,00 Rp6.000.000,00

2017 Rp432.862.408,00 Rp846.461.140,00 Rp26.400.000,00 Rp354.081.842,00 Rp3.000.000,00

 Rp-

 Rp100.000.000,00

 Rp200.000.000,00

 Rp300.000.000,00

 Rp400.000.000,00

 Rp500.000.000,00

 Rp600.000.000,00

 Rp700.000.000,00

 Rp800.000.000,00

 Rp900.000.000,00

Jumlah 5 Pos Anggaran Belanja tahun 2015-2017

2015 2016 2017
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Tabel 11 

Jumlah Realisasi 5 pos belanja Tahun 2015 

No Belanja 

Jumlah Anggaran (Rp) 

2015 
Jumlah kenaikan 

atau penurunan 

Persentase kenaikan 

atau penurunan (%) 

1. Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

 

293.331.193 

- 
- 

2. Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 
292.327.000 

- 
- 

3. Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
78.477.500 

- 
- 

4. Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 
258.530.250 - - 

5. Bidang Tak Terduga 0 - - 

Jumlah 922.665.943 - - 

(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Sukorejo 

Tahun Anggaran 2015) 
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Tabel 12 

Perbandingan Jumlah Realisasi 5 pos belanja Tahun 2015 dan 2016 

No Belanja 

 

Jumlah Anggaran (Rp) 

2015 2016 
Jumlah kenaikan 

atau penurunan 

Persentase kenaikan 

atau penurunan (%) 

1. Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
293.331.193 419.892.428 126.561.235 30,14 

2. Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 
292.327.000 546.562.648 254.235.648 46,52 

3. Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
78.477.500 130.504.050 52.026.550 39,87 

4. Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 
258.530.250 193.109.561 (65.420.689) (25,31) 

5. Bidang Tak Terduga 0 6.000.000 6.000.000 100 

Jumlah 922.665.943 1.296.068.687 373.402.744 - 

(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Sukorejo  

Tahun Anggaran 2015-2016) 

Tabel 12 menggambarkan perbandingan jumlah realisasi 5 pos belanja pada tahun 2015 dan 2016. Terdapat 

4 pos anggaran belanja yang mengalami peningkatan pada tahun 2017, yaitu bidang penyelenggara pemerintahan 

desa,  bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang tak terduga sedangkan 

bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017 mengalami penurunan. 
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Tabel 13 

Perbandingan Jumlah Realisasi 5 pos belanja Tahun 2016 dan 2017 

No Belanja 

Jumlah Anggaran (Rp) 

2016 2017 
Jumlah kenaikan 

atau penurunan 

Persentase kenaikan 

atau penurunan (%) 

1. Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
419.892.428 428.281.961 8.389.533 1,96 

2. Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 
546.562.648 846.461.140 299.898.492 35,43 

3. Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
130.504.050 11.722.450 (118.781.600) (91,02) 

4. Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 
193.109.561 351.052.800 157.943.239 44,99 

5. Bidang Tak Terduga 6.000.000 0 (6.000.000) (100) 

Jumlah 1.296.068.687 1.657.764.500 361.695.813 - 

(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Sukorejo 

Tahun Anggaran 2016-2017) 

Tabel 13 menggambarkan perbandingan jumlah realisasi 5 pos belanja pada tahun 2016 dan 2017. Terdapat 

3 pos realisasi belanja yang mengalami peningkatan pada tahun 2017, yaitu bidang penyelenggara pemerintahan desa,  

bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat sedangkan bidang pembinaan 

kemasyarakatan dan bidang tak terduga pada tahun 2017 mengalami penurunan. 
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Tabel 14 

Persentase Jumlah Realisasi Belanja Pemerintah Desa Sukorejo, 

Kabupaten Magelang 

Tahun 
Jumlah Realisasi 

Belanja (Rp) 

Jumlah 

kenaikan atau 

penurunan 

(Rp) 

Persentase 

kenaikan atau 

penurunan 

(%) 

2015 922.665.943 - - 

2016 1.296.068.687 373.402.744 28,81 

2017 1.657.764.500 361.695.813 21,82 
(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

Pemerintah Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2015-2017) 

Tabel 13 menggambarkan persentase kenaikan atau penurunan jumlah realisasi belanja pada tahun 2015-

2017. Jumlah realisasi belanja mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Persentase kenaikan jumlah realisasi 

belanja tertinggi yaitu pada tahun 2016. 
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Gambar 7 

Jumlah Realisasi Belanja Tahun 2015-2017 

 
 (sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Sukorejo 

Tahun Anggaran 2015-2017) 

Bidang

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa

Bidang  Pembinaan

Kemasyarakatan

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat

Bidang Tak

Terduga

2015 Rp293.331.193,00 Rp292.327.000,00 Rp78.477.500,00 Rp258.530.250,00 Rp-

2016 Rp419.892.428,00 Rp546.562.642,00 Rp130.504.050,00 Rp193.109.561,00 Rp6.000.000,00

2017 Rp428.281.961,00 Rp846.461.140,00 Rp11.722.450,00 Rp351.052.800,00 Rp-

 Rp-

 Rp100.000.000,00

 Rp200.000.000,00

 Rp300.000.000,00

 Rp400.000.000,00

 Rp500.000.000,00

 Rp600.000.000,00

 Rp700.000.000,00

 Rp800.000.000,00

 Rp900.000.000,00

Jumlah Realisasi 5 Pos Belanja

2015 2016 2017
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Peningkatan realisasi belanja pada tahun 2015, 2016, dan 2017 ini dipengaruhi oleh 

meningkatnya belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang 

pelaksanaan pembangunan desa. Pada tahun 2016 realisasi belanja bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat sebesar 30,14% dan realisasi belanja 

bidang pelaksanaan pembangunan desa meningkat sebesar 46,51%. Pada tahun 2017 

realisasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat sebesar 1,96% 

dan realisasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa meningkat sebesar 

35,43%. 

B. Analisis Data 

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor 

publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, 

dan efektifitas. Menurut Mardiasmo (2005) ekonomi berarti cara menggunakan 

sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Efisiensi 

membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. 

Efektivitas merupakan hubungan antara luaran dengan tujuan atau sasaran yang 

harus dicapai.  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa 

Sukorejo Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2017 dengan pendekatan 

value for money, yaitu: 
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1. Tingkat Ekonomi 

Menurut Mahsun (2006), ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut 

kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat 

(prudency) dan tidak ada pemborosan. Kinerja suatu entitas dapat dikatakan 

ekonomis apabila realisasi belanja yang digunakan lebih kecil dari anggaran 

belanja. Tingkat ekonomi menurut Mahsun (2006), dinyatakan dengan 

rumus berikut: 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 =  
Realisasi Pengeluaran

Anggaran Penerimaan
 𝑥 100% 

Keterangan: 

Realisasi Pengeluaran : Realisasi Belanja Pemerintah Desa 

Sukorejo  Kabupaten Magelang 

Anggaran Penerimaan : Anggaran Belanja Pemerintah Desa 

Sukorejo Kabupaten Magelang 

Kriteria ekonomi menurut Mahsun (2006) adalah: 

a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X<100%) berarti ekonomis. 

b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X=100%) berarti ekonomi 

berimbang. 

c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%) berarti tidak ekonomis. 
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Berikut ini contoh perhitungan tingkat ekonomi untuk laporan realisasi 

anggaran Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan pada tahun 

2015: 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 =  
𝑅𝑝922.665.943,00

𝑅𝑝954.831.020,00
 𝑥 100% = 96,63% 

Hasil perhitungan tingkat ekonomi laporan realisasi anggaran 

Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan menunjukkan angka 

sebesar 96,63%, artinya termasuk dalam kategori ekonomis. Analisis 

mengenai pengukuran ekonomi Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan 

Mertoyudan pada tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel 15. 

Tabel 15 

Perhitungan Ukuran Ekonomi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Desa 

Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017 

Tahun 

Anggaran 

 Realisasi 

Belanja 

 Anggaran 

Belanja 

Rasio Tingkat 

Ekonomi (%) 
Kesimpulan 

2015 922.665.943 954.831.020 96,63 ekonomis 

2016 1.296.068.687 1.301.109.577 99,61 ekonomis 

2017 1.637.518.351 1.662.805.390 98,48 ekonomis 

 (sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes  

Pemerintah Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2015-2017) 
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Rasio tingkat ekonomi pada tabel 15 di atas dapat dilihat pada gambar 8 berikut ini: 

 
Gambar 8 

Tingkat Ekonomi Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan pada  

tahun 2015-2017 

Tabel 15 dan Gambar 8, menunjukkan rasio tingkat ekonomi 

Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017. 

Rasio tingkat ekonomi Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan 

pada tahun 2015-2017 berada di antara 96,63%-99,61%. Tingkat rasio tingkat 

ekonomi terendah berada pada tahun 2015 yaitu 96,63% dan rasio tingkat 

ekonomi tertinggi berada pada tahun 2016 yaitu 99,61%. Pada tahun 2015 rasio 

tingkat ekonomi Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan sebesar 

96,63%. Tahun 2016 rasio tingkat ekonomi sebesar 99,61%, terjadi 

peningkatan sebesar 2,98%. Tahun 2017 terjadi penurunan rasio tingkat 

ekonomi sebesar 1,13%, sehingga rasio tingkat ekonomi menjadi 98,48%. 

Berdasarkan rasio tingkat ekonomi tersebut kinerja Pemerintah Desa 

Sukorejo Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017 termasuk dalam 
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kategori ekonomis karena rasio ekonomi berada di bawah 100%, dimana 

jumlah realisasi belanja lebih kecil dari jumlah anggaran belanjanya. 

2. Tingkat Efisiensi 

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Suatu 

organisasi dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu 

dengan input serendah-rendahnya. Tingkat efisiensi menurut Mahsun 

(2006), dinyatakan dengan rumus berikut: 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =  
Realisasi Biaya untuk Memperoleh Pendapatan

Realisasi Pendapatan
 𝑥 100% 

Kriteria efisiensi menurut Mahsun (2006) adalah: 

a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%) berarti efisien. 

b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%) berarti efisiensi 

berimbang. 

c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%) berarti tidak efisien. 

Berikut ini contoh perhitungan tingkat efisiensi untuk laporan realisasi 

anggaran Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan pada 

tahun 2015: 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =  
𝑅𝑝922.665.943,00

𝑅𝑝954.819.500,00
 𝑥 100% = 96,63% 

Hasil perhitungan tingkat efisiensi laporan realisasi anggaran 

Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan menunjukkan angka 
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sebesar 96,63%, artinya termasuk dalam tingkat efisien. Analisis mengenai 

pengukuran efisiensi Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan 

pada tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel 16. 

Tabel 16 

Perhitungan Tingkat Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 

Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi 

Belanja 

Realisasi 

Pendapatan 

Rasio 

Tingkat 

Efisiensi 

(%) 

Kesimpulan 

2015 922.665.943 954.819.500 96,63 efisien 

2016 1.296.068.687 1.268.944.500 102,14 tidak efisien 

2017 1.637.518.351 1.657.764.500 98,78 efisien 
(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

Pemerintah Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2015-2017) 

 

Rasio tingkat ekonomis pada tabel 16 di atas dapat dilihat pada gambar 9 

berikut ini: 

 

Gambar 9 

Rasio Efisiensi Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan pada 

tahun 2015-2017 
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Tabel 15 dan Gambar 9, menunjukkan rasio tingkat Efisiensi 

Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017. 

Rasio tingkat efisiensi Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan pada 

tahun 2015-2017 berada di antara 96,63%-102,14%. Tingkat rasio tingkat 

efisiensi terendah berada pada tahun 2015 yaitu 96,63% dan rasio tingkat 

efisiensi tertinggi berada pada tahun 2016 yaitu102,14%. Pada tahun 2015 rasio 

tingkat efisiensi Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan sebesar 

96,63%. Tahun 2016 rasio tingkat efisiensi sebesar 102,14%, terjadi 

peningkatan sebesar 5,51%. Tahun 2017 terjadi penurunan rasio tingkat 

ekonomis sebesar 3,36%, sehingga rasio tingkat efisiensi menjadi 98,78%. 

Berdasarkan rasio tingkat efisiensi tersebut kinerja Pemerintah Desa 

Sukorejo Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015 dan 2017 termasuk dalam 

kategori efisien karena rasio tingkat efisiensi berada di bawah 100%, dimana 

jumlah realisasi belanja lebih kecil dari jumlah realisasi pendapatan. Pada tahun 

2016 kinerja Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan dinilai tidak 

efisien karena rasio tingkat efisiensi berada di atas 100%, dimana jumlah 

realisasi belanja lebih besar dari jumlah realisasi pendapatannya. 

3. Tingkat Efektivitas 

Menurut Mahsun (2006), efektivitas (hasil guna) adalah ukuran 

keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yan 

telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output. 
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Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap 

masyarakat sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu 

program aktivitas dan kebijakan. Pengukuran tingkat efektivitas 

memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran. Tingkat 

efektivitas menurut Mahsun (2006), dinyatakan dengan rumus berikut: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
Anggaran Pendapatan

Realisasi Pendapatan
 𝑥 100% 

Kriteria Efektivitas menurut Mahsun (2006) adalah: 

a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%) berarti efektif. 

b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%) berarti 

efektivitas berimbang. 

c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%) berarti tidak efektif. 

Berikut ini contoh perhitungan tingkat efektivitas untuk laporan 

realisasi anggaran Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan 

pada tahun 2015: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑅𝑝954.819.500,00

𝑅𝑝954.819.500,00
 𝑥 100% = 100% 

Hasil perhitungan tingkat efektivitas laporan realisasi anggaran 

Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan menunjukkan angka 

sebesar 100%, artinya termasuk dalam kategori efektivitas berimbang. 
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Analisis mengenai pengukuran efektivitas Pemerintah Desa Sukorejo 

Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel 17. 

Tabel 17 

Perhitungan Tingkat Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Desa 

Sukorejo Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi 

Pendapatan 

Anggaran 

Pendapatan 

Rasio Tingkat 

Efektivitas 

(%) 

Kesimpulan 

2015 954.819.500 954.819.500 100 
efektivitas 

berimbang 

2016 1.268.944.500 1.268.944.500 100 
efektivitas 

berimbang 

2017 1.657.764.500 1.657.764.500 100 
efektivitas 

berimbang 

(sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah 

Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2015-2017) 

Rasio tingkat efektivitas pada tabel 17 di atas dapat dilihat pada gambar 10 

berikut ini: 

 

Gambar 10 

Rasio Tingkat Efektivitas Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan 

pada tahun 2015-2017 

 

Tabel 16 dan Gambar 10, menunjukkan rasio tingkat Efisiensi Pemerintah 

Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017. Rasio tingkat 

efektivitas Kelurahan Sukorejo Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017 

100 100 100

80

90
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110

2015 2016 2017

Rasio Tingkat Efektivitas

Presentase
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berada pada 100%. Berdasarkan rasio tingkat efektivitas tersebut, kinerja 

Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017 

termasuk dalam kategori efektivitas berimbang karena rasio tingkat nilai efektivitas 

berada pada 100%, di mana jumlah realisasi belanja sama dengan jumlah realisasi 

pendapatan.  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015 sudah 

ekonomis, efisien, dan efektivitas berimbang, kinerja Pemerintah Desa Sukorejo, 

Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2016 sudah ekonomis, efektivitas berimbang, 

tetapi tidak efisien, kinerja Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan 

pada tahun 2017 ekonomis, efisien, dan efektivitas berimbang. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka kinerja Pemerintah Desa 

Sukorejo Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017 yang diukur 

menggunakan metode value for money dinilai berdasarkan 3 tingkat yaitu, 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, sebagai berikut: 

1. Tingkat Ekonomi 

Berdasarkan analisis pengukuran tingkat ekonomi kinerja Pemerintah Desa 

Sukorejo Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017 termasuk dalam 

kategori ekonomis, dimana hasil analisis menunjukkan bahwa rasio tingkat 

ekonomi Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015 
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sebesar 96,63%, tingkat ekonomi pada tahun 2016 sebesar 99,61% dan tingkat 

ekonomi pada tahun 2017 sebesar 98,48%. Penyebab menurunnya tingkat 

ekonomi Pemerintah Desa Sukorejo, Kabupaten Magelang pada tahun 2016 

karena terdapat SILPA pada tahun 2015 sebesar Rp32.153.557,00 yang 

dialokaskan pada anggaran belanja tahun 2016 sehingga menyebabkan 

anggaran belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Penyebab menurunnya 

tingkat ekonomi pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2015 karena 

terdapat SILPA tahun 2016 sebesar Rp5.040.890,00 dan dua kegiatan yang 

tidak terealisasi yaitu kegiatan fasilitas peringatan hari besar/agama dengan 

anggaran sebesar Rp13.593.505,00 dan kegiatan pembinaan kepemudaan 

dengan anggaran sebesar Rp3.024.860,00 sehingga menyebabkan anggaran 

belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Hasil ini mendukung tingkat 

ekonomi yang disebutkan oleh Mahmudi (2007) yang menyebutkan bahwa 

suatu kinerja organisasi sektor publik dapat dikatakan ekonomis ketika realisasi 

belanja lebih kecil daripada anggaran belanja kinerja. Halim (2012) 

mengatakan apabila sumber daya yang dikeluarkan berada di bawah anggaran 

maka terjadi penghematan, sedangkan sebaliknya, apabila di atas anggaran 

maka terjadi pemborosan. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan nilai 

realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang kurang dari 100% dikatakan 

ekonomis. 

Pada Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

Pemerintah Desa Sukorejo tahun anggaran 2015 terdapat selisih jumlah aggaran 
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belanja Rp3.000.000,00 yang disebabkan karena kelalaian PTPKD (Pelaksana 

Tim Pengelola Keuangan Desa) sehingga jumlah anggaran belanja yang 

seharusnya tertulis sebesar Rp957.831.020,00 namun pada Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa 

Sukorejo tahun anggaran 2015 tertulis sebesar Rp954.831.020,00. Hal ini 

berdampak pada perhitungan tingkat ekonomi pada tahun 2015 karena jumlah 

anggaran belanja seharusnya lebih besar Rp3.000.000,00.  

2. Tingkat Efisiensi 

Berdasarkan analisis pengukuran tingkat efisiensi kinerja Pemerintah Desa 

Sukorejo Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015 dan 2017 termasuk dalam 

kategori efisien, dimana pada tahun 2015 diperoleh tingkat efisiensi sebesar 

96,63% dan pada tahun 2017 diperoleh tingkat efisiensi sebesar 98,78%. Pada 

tahun 2016 kinerja Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan 

termasuk dalam kategori tidak efisien dimana tingkat efisien kinerja diperoleh 

sebesar 102,14%, hal itu disebabkan karena jumlah realisasi belanja lebih besar 

daripada jumlah realisasi pendapatan. Jumlah realisasi belanja yang besar 

disebabkan karena adanya SILPA tahun 2015 sebesar Rp32.153.557,00 yang 

dialokasikan pada anggaran belanja tahun selanjutnya yaitu tahun 2016. 

Sehingga menyebabkan jumlah anggaran belanja pada tahun 2016 meningkat 

dan berpengaruh terhadap realisasi belanja yang juga meningkat. Sama halnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Djoka (2011) yang menghasilkan rasio 

tingkat efisiensi lebih dari 100% yaitu 104,52% yang disebabkan karena 
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naiknya rasio belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Hal ini 

disebabkan karena jumlah realisasi belanja pada tahun 2016 lebih besar dari 

realisasi pendapatan di mana Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa semakin 

besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu 

organisasi. 

3. Tingkat Efektivitas 

Berdasarkan analisis pengukuran tingkat efektivitas kinerja Pemerintah 

Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017 termasuk dalam 

kategori efektivitas berimbang, dimana hasil analisis menunjukkan bahwa rasio 

tingkat efektivitas Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan pada 

tahun 2015-2017 sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena jumlah realisasi 

pendapatan pada tahun 2015-2017 sama dengan jumlah anggaran pendapatan.  

Berdasarkan hasil analisa di atas diketahui bahwa kinerja Pemerintah Desa 

Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017 tidak termasuk dalam 

kategori Cost-Effectiveness karena pada tahun 2016 kinerja keuangan 

Pemerintah Desa Sukorejo, Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori 

tidak efisien dan pada tahun 2015-2017 kinerja keuangan Pemerintah Desa 

Sukorejo, Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori efektivitas 

berimbang. Mahsun (2006) mengatakan bahwa jika program dapat dilakukan 

dengan efisien dan efektif maka program tersebut dapat dikatakan cost-

effectiveness. Hal ini dikarenakan tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Desa 

Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan pada tahun 2015-2017 termasuk dalam 
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tingkat efektivitas berimbang meskipun tingkat efisiensi tahun 2015 dan 2017 

termasuk dalam tingkat efisien. Jika program dapat dilakukan dengan efisien 

dan efektif maka program tersebut dapat dikatakan cost-effectiveness (Mahsun, 

2006). 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Tingkat Ekonomi 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan 

pada tahun 2015-2017 dikatakan ekonomis karena menghasilkan rasio tingkat 

ekonomi lebih kecil dari 100%. Artinya Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan 

Mertoyudan telah mampu mengelola keuangan dengan hemat. 

2. Tingkat Efisiensi 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan 

pada tahun 2015 dan 2017 dikatakan efisien karena menghasilkan rasio tingkat 

efisiensi kurang dari 100%, artinya Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan 

Mertoyudan dapat menggunakan dengan baik. Pada tahun 2016 kinerja 

Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan dikatakan tidak efisien 

karena menghasilkan rasio tingkat efisiensi lebih dari 100%.  

3. Tingkat Efektivitas 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan 

pada tahun 
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2015-2017 dikatakan efektivitas berimbang karena menghasilkan rasio tingkat 

efektivitas sama dengan 100%. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penulis tidak dapat mengetahui seluruh pelaksanaan proses kegiatan 

dan proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga 

diasumsikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun 2015-2017 benar.  

2. Setelah melakukan perhitungan ulang pada jumlah anggaran belanja 

tahun 2015, ditemukan selisih perhitungan sebesar Rp3.000.000,00 

yang disebabkan karena belum terhitungnya salah satu pos yang 

tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini disebabkan karena 

kelalaian PTPKD (Pelaksana Tim Pengelola Keuangan Desa) yang 

menyebabkan selisih dalam jumlah anggaran belanja pada tahun 2015. 
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C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat 

ditarik sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan 

a. Pada tahun 2015 terdapat selisih jumlah anggaran belanja yang 

disebabkan karena kelalaian pegawai pemerintah. Diharapkan 

pegawai pemerintah lebih teliti dalam melakukan proses 

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

b. Pada tahun 2017 terdapat 2 kegiatan tanpa keterangan karena 

tidak terealisasinya kegiatan tersebut yaitu kegiatan fasilitas 

peringatan hari besar/agama dan kegiatan pembinaan 

kepemudaan. Kedua hal itu disebabkan karena setiap Desa 

melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan dana 

swadaya masing-masing Desa sehingga tidak mengurangi dana 

APBDes. Diharapkan Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan 

Mertoyudan memberikan keterangan penyebab tidak 

terealisasinya kegiatan tersebut. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bahwa saat ini di Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan 

Mertoyudan, Kabupaten Magelang belum ada model 

pengukuran kinerja yang baku. Peneliti menyarankan kepada 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



70 

 

penelitian selanjutnya dengan topik yang sama untuk melakukan 

pembahasan lebih mendalam  mengenai tiga indikator tersebut 

dapat menambahkan dengan menggunakan metode Balanced 

Scorecard untuk menganalisis kinerja kantor pemerintahan.  
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LAMPIRAN I 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa tahun 2015 
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Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa tahun 2016 
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Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa tahun 2017 
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Lampiran II  

Draft Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara 

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR 

PUBLIK DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY 

(Studi Kasus di Kelurahan Sukoreja Kabupaten Magelang) 

 

Draft pertanyaan dan jawaban hasil wawancara mengenai: 

1. Apa penyebab terjadinya kesalahan penjumlahan jumlah anggaran belanja 

pada Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 

Pemerintah Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2015? 

Jawab: karena kesalahan/kurang telitinya pegawai pemerintah dalam 

menjumlah anggaran belanja pada tahun 2015. 

2. Apa penyebab terjadinya dua kegiatan yang tidak terealisasi pada tahun 2017 

yaitu: Kegiatan Fasilitas Peringatan Hari Besar/agama dan Kegiatan 

Pembinaan Kepemudaan? 

Jawab: karena keterlambatan pencairan dana anggaran sehingga kegiatan 

tetap dilaksanakan, namun menggunakan dana swadaya masing-masing desa. 
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